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BAB I

PENDAHULUAN
1.1   Latar Belakang Penelitian
Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bangsa Indonesia telah melaksanakan pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional yang perlu dilanjutkan dengan dukungan dari seluruh potensi masyarakat. Agar proses pembangunan selanjutnya berjalan lancar perlu adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara dinamis dan proposional dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang bertanggung jawab. Sebagai negara yang berkembang, Negara Republik Indonesia tengah menggalakkan pembangunan di segala bidang, yaitu pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya dan hukum. Bidang-bidang tersebut mempunyai tujuan sama dengan yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil dan makmur.

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Pembangunan Nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak. 
Dalam perkembangan penerimaan pajak dan peranannya bagi penerimaan dalam negeri di APBN sejak tahun 2000 dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabel 1.1
Penerimaan Pajak dan Total Penerimaan Pajak
Selama Periode 2000-2008
	
	
	
	(dalam milyarn rupiah)

	Tahun Anggaran
	Penerimaan

Perpajakan (Rp)
	Penerimaan

Dalam Negeri (Rp)
	% Penerimaan Pajak

	    2000
	115.912,5
	205.334,5
	56,45

	  2001
	185.540,9
	300.599,5
	61,72

	         2002
	210.087,5
	298.527,5
	70,37

	2003
	242.048,1
	340.928,3
	71,00

	         2004
	280.558,8
	403.104,6
	69,60

	         2005
	347.031,1
	493.919,4
	70,26

	        2006
	409.203,0
	636.153,1
	64,32

	        2007
	492.000,0
	690.000,0
	71,30

	        2008
	583.675,6
	759.324,7
	76,87

	    Sumber  : Nota Keuangan APBN Perubahan 2008


Berdasarkan data diatas, dapat terlihat bahwa penerimaan pajak selama tahun 2000-2008 mengalami kenaikan. Walaupun demikian belum semua anggaran dapat dipenuhi oleh pemerintah misalnya tuntunan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN setiap tahun. Akan tetapi, jika penerimaan pajak terus meningkat, maka tuntunan anggaran pendidikan  sebesar 20% dari total APBN bukan mustahil dapat diwujudkan.

Berdasarkan data di atas, dapat terlihat bahwa peningkatan terjadi cukup besar. Pencapaian yang sangat menggembirakan ini jangan sampai membuat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) lengah dalam pencapaian target penerimaan pajak tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, DJP harus segera mengambil langkah-langkah strategis agar penerimaan pajak selalu meningkat dari tahun ke tahun. Penerapan langkah-langkah strategis yang dilakukan DJP belum berjalan sesuai dengan harapan yang diinginkan, seperti penegakan hukum serta peraturan perpajakan yang masih belum berjalan efektif. Sejak tahun 1984 dilakukan reformasi perpajakan dengan pembaharuan yang paling mendasar adalah perubahan sistem pemungutan pajak dari yang semula official assesment system menjadi self assesment system. Pada official assesment system, besarnya pajak terutang wajib pajak ditentukan sepenuhnya oleh fiskus selaku pemungut pajak, sedangkan self assesment system adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Hal ini tentu saja memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam mengurus masalah pajak. (Liberti Pandiangan, www.infopajak.com)
Dalam pelaksanaannya, pajak yang dijadikan tolak ukur pembangunan dalam rangka mensejahterakan rakyat memuat kebijakan-kebijakan yang mendasari pemungutannya, dimana wajib pajak dapat menikmati fasilitas kebijakan yang ada dalam perpajakan. Salah satunya kebijakan pengampunan pajak (Sunset Policy) dalam bentuk pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga bagi wajib pajak yang membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT) sebelum tahun 2007 dan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga bagi wajib pajak yang mendaftarkan sebagai wajib pajak untuk mendapatkan NPWP. Perpanjangan program sunset policy menyebabkan permohonan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) turun sekitar 84% dibandingkan dengan Desember 2008, karena permohonan NPWP pada awal Januari 2009 lebih banyak untuk kepentingan bebas fiskal ke luar negeri. (Hartoyo, www.pajak.go.id)

Sehubungan dengan pelaksanaan self assesment system, penerbitan NPWP tidak dapat berlangsung secara maksimal. Hal ini dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran NPWP. Untuk meningkatkan penerimaan pajak dapat ditempuh dengan penerbitan NPWP baru. Wajib pajak yang telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri dan bagi yang tidak mendaftarkan diri dapat dikenakan penerbitan NPWP secara jabatan oleh DJP. Yang dimaksud dengan pemberian NPWP dan atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara jabatan adalah pemberian NPWP dan atau pengukuhan PKP yang dilakukan terhadap wajib pajak atau PKP yang memenuhi syarat untuk memperoleh NPWP dan atau dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri dan atau melaporkan usahanya berdasarkan data yang diperoleh dan dimiliki oleh DJP. 

Hal ini menunjukkan dengan jumlah WP terdaftar yang tercermin dalam jumlah NPWP yang dikeluarkan oleh DITJEN Pajak selama puluhan tahun hanya mencapai sekitar 3,6 juta. dengan jumlah WP sebanyak itu, tax ratio pajak di Indonesia sangat kecil bila dibandingkan dengan negara tetangga. Dari jumlah 3,6 jutapun hanya sebagian kecil yang membayar pajak. Dari yang membayar pajakpun hanya sebagian kecil yang menghitung dan melapor pajaknya secara benar.

Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar selama kurun waktu 2002 hingga 2007. Sampai dengan tahun 2007 total Wajib Pajak menunjukkan angka 6,126,373. Jauh lebih sedikit dibanding jumlah  penduduk Indonesia yang produktif.
Tabel 1.2 Jumlah Wajib Pajak

	Uraian
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	WP Badan
	795,451
	882,253
	964,122
	1,054,127
	899,065
	1,036,217

	WP Orang Pribadi
	1,986,108


	2,263,492
	2,564,735
	2,829,251
	2,267,965
	3,709,865

	WP Pemotong
	792,547
	874,581
	958,096
	1,098,850
	1,218,022
	1,380,291

	Total WP
	3,574,106
	4,026,326
	4,486,953
	4,982,228
	4,385,052
	6,126,373


Administrasi Perpajakan merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak. 
Modernisasi perpajakan yang dilakukan merupakan bagian dari reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai satu kesatuan dilakukan terhadap 3 bidang pokok yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan, yaitu bidang administrasi, bidang peraturan, dan bidang pengawasan. Melalui modernisasi administrasi perpajakan, diharapkan terbangun pilar-pilar pengelolaan pajak yang kokoh sebagai fundamental penerimaan pajak yang baik dan berkesinambungan.

Modernisasi sistem perpajakan dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak bertujuan untuk menerapkan Good Governance dan pelayanan prima kepada masyarakat. Good governance, merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak. Selain itu untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi, meningkatkan kepercayaan administrasi perpajakan dan mencapai tingkat produktivitas pegawai yang tinggi. Pengelolaan pajak mengalami perubahan besar yang terus dikembangkan ke arah modernisasi. Dengan demikian optimalisasi penerimaan pajak dapat terlaksana dengan baik, efektif, dan efisien.

Salah satu contoh sulitnya administrasi pajak di negara kita ini yang menjadikan wajib pajak menjadi tidak patuh adalah dimana seorang calon wajib pajak yang ingin mendaftarkan usahanya dan sudah mengumpulkan data-data pendukung yang harus dilampirkannya, akan tetapi setelah sesampainya di Kantor Pelayanan Pajak yang dituju, ternyata ada data-data yang kurang. Data yang kurang tersebut tidak tercantum dalam peraturan per-44/PJ/2008 pada formulir permohonan pembuatan NPWP yang telah dibuat sebelumnya, sehingga calaon wajib pajak tersebut harus kembali dan melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan. (http:/PajakOnline.com/Firman 2009:2). 
Biaya remunerasi diberikan kepada pegawai untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai. Diharapkan akan ada peningkatan kinerja dari para pegawai, dan yang paling utama, untuk mencegah terjadinya korupsi dan suap-menyuap. Untuk para pegawai Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai, jumlah remunerasi yang akan mereka terima akan jauh lebih tinggi dibandingkan direktorat yang lain. Alasannya, karena mereka bertanggung jawab menghimpun sebagian besar penerimaan negara.
Dengan adanya sistem administrasi modern maka Direktorat Jenderal Pajak dapat mengetahui jumlah wajib pajak melalui Surat Ketetapan Pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Berikut ini disajikan data mengenai penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagai gambaran bahwa wajib pajak tidak melakukan kewajiban perpajaknya. 


Sistem administrasi memegang peran penting. Unit-unit penting sebagai kunci strategis dalam organisasi pengadministrasian (Kantor Pelayanan Pajak) sebagai operating arms dari pemerintah harus memiliki sistem administrasi pajak yang tepat. Sistem Informasi pajak yang terintegrasi dengan menggunakan Internet akan lebih memudahkan konfirmasi antar unit kunci strategis (KPP) dan juga memudahkan Wajib Pajak yang melakukan restitusi, dalam hal penerimaan jawaban konfirmasi.
Good Governance ditandai dengan teknologi informasi dan pelayanan prima Direktorat Jenderal Pajak. Good Governance merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Sistem informasi yang merupakan bagian dari pelaksanaan sistem administrasi perpajakan yang disusun seefektif mungkin sehingga dapat mengurangi biaya administrasi.
Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan di suatu negara dapat dengan sukses mencapai sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal karena administrasi perpajaknnya mampu dengan efektif melaksanakan sistem perpajakan di suatu negara yang terpillih. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Wilayah Kota Bandung”.
1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah
1.2.1  Identifikasi Masalah

 Sesuai dengan latar belakang penelitian yang dikemukakan dia atas, maka penulis mencoba mengidentifikasikan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1.
Kontribusi Penerimaan pajak masih rendah, sementara pada saat 
yang sama transfer dana dari pusat dalam bentuk dana perimbangan 
sangat tinggi. Anggaran publik lebih banyak digunakan untuk 
belanja operasional rutin pemerintahan. Hal ini menunjukkan tidak 
efisiennya birokrasi, karena belanja untuk institusi pemerintah lebih 
besar daripada belanja untuk pelayanan publik. Kondisi ini secara 
umum diduga terjadi karena belum kurangnya transparansi dan 
akuntabilitas dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran publik. 
2.
Lemahnya kondisi administrasi perpajakan di Indonesia sebelum 
adanya Sistem Administrasi Perpajakan Modern adalah akses atau 
perolehan informasi perpajakan dan ketentuannya yang terkadang 
dirasakan sulit, sehingga kondisi ini membuat tingkat pemahaman 
masyarakat mengenai perpajakan menjadi kurang atau bahkan 
tidak tahu sama sekali.
3.
Tanpa adanya improvisasi di bidang teknologi informasi, dinamika 
bisnis tidak akan mampu diantisipasi.

4.
Kurang optimalnya pelayanan Direktorat Jenderal Pajak pada wajib 
pajak, maka Direktorat Jenderal Pajak melakukan perbaikan 
dibidang SDM. 
1.2.2 Perumusan Masalah



Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti 
merumuskan beberapa masalah yang menjadi pokok masalah dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem administrasi perpajakan modern pada 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung.

2. Bagaimana penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di 
Wilayah Kota Bandung.

3. Seberapa besar pengaruh pelaksanaan sistem administrasi perpajakan 
modern terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama di Wilayah Kota Bandung.
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian
1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi dari objek penelitian sistem administrasi perpajakan modern terhadap penerimaan pajak.
1.3.2 Tujuan Penelitian
Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem administrasi perpajakan 
modern pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota 
Bandung.

2. Untuk mengetahui penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama di Wilayah Kota Bandung. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pelaksanaan sistem 
administrasi perpajakan modern terhadap penerimaan pajak pada 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1.4.1 Kegunaan Akademis
a. Bagi Peneliti

Untuk memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai 
sistem 
administrasi perpajakan modern terhadap penerimaan pajak.
b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung.


Dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan memperoleh gambaran langsung bagaimana sistem administrasi perpajakan modern mempengaruhi penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung
c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan sumber informasi dan referensi dalam penelitian sejenis.
1.4.2 Kegunaan Praktis


Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 
sebagai tambahan pengetahuan di bidang sistem administrasi perpajakan 
modern  terhadap penerimaan pajak.
1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian dan pengumpulan data dilakukan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I yang berlokasi di Asia Afrika No. 114 Bandung. 

1.5.2 Waktu Penelitian
Adapun waktu penelitian mulai pengumpulan data sampai penyusunan dimulai dari bulan Oktober 2009 sampai dengan Januari 2010. 

Tabel 1.1
Time Schedule Pengerjaan Skripsi

	No
	Keterangan
	Bulan

	
	
	Oktober

2009
	November

2009
	Desember

2009
	Januari

2010

	1
	Pengumpulan data
	
	
	
	

	2
	Bimbingan Proposal UP
	
	
	
	

	3
	Sidang UP
	
	
	
	

	4
	Revisi Proposal UP
	
	
	
	

	5
	Bimbingan Skripsi
	
	
	
	

	6
	Sidang Skripsi
	
	
	
	

	7
	Revisi Skripsi
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